KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A.
KODE KLASIFIKASI AKSES DASAR
JENIS ARSIP
No KIII;?‘SSIIF KEAMANAN HAK AKSES PUBLIK | PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
XIv URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. Kebijakan
Apabila diketahui
. . . . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan
2 Penyiapan kebijakan
3 Perumusan kebijakan
4 Masukan dan dukungan kebijakan
5 Penetapan NSPK
B. Pengarusutamaan gender ekonomi, politik sosial dan hukum
Apabila diketahui
. Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
1 Data gender Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
2 Advokasi dan fasilitasi Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
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eksternal serta
penegak hukum

pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan.




KODE
KLASIFIKASI AKSES DASAR
JENIS ARSIP
No KII;{AASSI:‘ KEAMANAN HAK AKSES PUBLIK | PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
C. Perlindungan perempuan ( kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan )
Apabila diketahui
. . Pengguna internal oleh publik tidak Unit Pengolah
1 Data perlindungan perempuan Biasa/terbuka dan eksternal Terbuka merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
2 Advokasi dan fasilitasi Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
o . . .. . pengawas mengakibatkan Unit Pengolah
3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan Terbatas internal dan tertutup terganggunya Terkait
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eksternal serta
penegak hukum

pelaksanaan tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan.




KODE
KLASIFIKASI AKSES DASAR
JENIS ARSIP
NO KII;Q\SSI:‘ KEAMANAN HAK AKSES PUBLIK (| PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
Apabila diketahui
4 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh‘k tidak Unit PengOIah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
5 Analisis dan penyajian informasi gender Terbatas  pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan
D.
khusus, anak berhadapan dengan hukum)
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
. pengawas mengakibatkan Unit Pengolah
1 Data perlindungan anak Terbatas internal dan tertutup terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
2 Advokasi dan fasilitasi Terbatas  pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
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KODE
KLASIFIKASI AKSES DASAR
JENIS ARSIP
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Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
E Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-
: nilai luhur, pengembangan kota layak anak)
Apabila diketahui
1 Data tumbuh kembang anak Biasa/terbuka Pengguna internal Terbuka oleh pubh.k tidak Unit Pengolah
dan eksternal merugikan Terkait
siapapun.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
2 Advokasi dan fasilitasi Terbatas . pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
Apabila diketahui
oleh pihak yang
Penentu tidak berhak
kebijakan, dapat
3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak Terbatas  pengawas tertutup mengakibatkan Unit Pengolah
internal dan terganggunya Terkait
eksternal serta pelaksanaan tugas
penegak hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
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